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Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangls Sebagai Perluasan
Objek Pra Peradilan Dalam Upaya PMerlindungan

Hak Asasi Manusia

H Taju{!:'n'
Abstrak

Sccarn yuridis, prap‘.;radlla.n mt,rupahun. J:-;.L:,wr_',n.i:tngpn dan pengadilan nezer untuk
memeriksa:  din memutus  mengenau sah atau Gdubnyva  penanglapan, pennkanan,
penghentian penyidikan atan penghentian penuntutan, Seloin itn, kewenangon praperadilan
Irga nntuk memeriksa dan memutug permohonan ganti leregian dan atan rehabilitasi bagi
srgeorane vang perkara prdanaaya dihentilean pada tinglat panyvidikan atau penuntatan.
Dalam perkembangamnya, kewenanparn praperadilan mengslam: perhesan Perdiasan
kewenanman praperadilan tegadi sefelah adanyva puinsar Mabhkamah Konstmst Noemar
2VPUU-XIE2314 wvanz memuiuskan bahwa pemerik=aan sah atau tidakava penelapan
tersareka, pengecledahan, dan penvitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan.
Adapun yvang menjadi tapikipermasalahas vatu apakah ureenst perluasan  obiek
praperadilan  didssarkan kepada perlindungan  Hak  Asaal Mamusia?  selain ito,
bagaimanakah implikast putusan Mahkamah Kenstitusi No ; 2UTUUXIL2002 terhadap
proses pesyelidikan, penvidikan, penunuitan suam tndak pidana dalam sistem peradilan
prdana Indonesia. Dalam arikel i dapat diketabur balvwa Penceriksaon merngenai sah atan
tidaknya penetapan tersang<a dpandang sebagai sesvatu vang urgent untuk ditambahkan
dalam ebjek praperadilan, ha in didasarkan kepada perhindungan HAM Pengujian
kzabsahan perétapan tersangka dilakukan melalui lembaga praperadilan karena lembaga
praperadilan . merupakan satu-satunva lemoaga yang diamanatcan scbagai lembaca
pergawasan rhadap tundakar-tindakan penegak bukum wng merogikan hak asas
tersangka. Tmyplikast dari adanys putusan Mahkamah Konstiasi Nomor 21/2UU-X112014
telah mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan
adanya perfuasan objek praperadilan, akan menyebabkan bertambalineva beban kerja aparet
penegak likum don teqadinva peningkatan permohenan praperadilan vang diajukar olea

tersangka kepada Pengadilaa Neger,

" Fenuhs adsfah dosen ukumn pidana Fakultzs Hukum Univaesiles Padiadiamn



	scan0000.pdf (p.1)
	scan0001.pdf (p.2)
	scan0002.pdf (p.3)
	scan0003.pdf (p.4)
	scan0004.pdf (p.5)
	scan0005.pdf (p.6)
	scan0006.pdf (p.7)
	scan0007.pdf (p.8)
	scan0008.pdf (p.9)
	scan0009.pdf (p.10)
	scan0010.pdf (p.11)
	scan0011.pdf (p.12)
	scan0012.pdf (p.13)
	scan0013.pdf (p.14)
	scan0014.pdf (p.15)
	scan0015.pdf (p.16)
	scan0016.pdf (p.17)
	scan0017.pdf (p.18)
	scan0018.pdf (p.19)
	scan0019.pdf (p.20)

